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RINGKASAN 

Prayoga Abdul Rafi, Desembe 2025. TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK 

DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM 

BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI 

POLITIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, 

S.H., M.H. 

 

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) sekaligus negara demokrasi 

menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga secara fundamental menuntut 

adanya kesadaran politik warga negara agar demokrasi tidak terjebak pada prosedur 

elektoral semata. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik memberikan mandat kepada partai politik untuk menjalankan 

fungsi pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum sebagai bentuk 

tanggung jawab hukum yang diperkuat dengan dukungan bantuan keuangan negara. 

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat 

umum masih menghadapi berbagai kendala struktural, di mana kegiatan tersebut 

kerap kalah prioritas dibandingkan agenda internal partai untuk kepentingan 

elektoral. Kondisi ini dipengaruhi oleh kekaburan norma dalam pengaturan 

tanggung jawab dan pendanaan pendidikan politik, ketiadaan pemisahan yang tegas 

antara pendidikan politik internal dan eksternal, serta belum adanya standar metode 

pelaksanaan yang jelas, sehingga pendidikan politik oleh partai politik belum 

berfungsi optimal dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang berbiaya tinggi. 

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengaturan dalam 

undang-undang juga mengandung kelemahan substansial, antara lain masih 

dimuatnya materi pendidikan politik yang tidak selaras dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi serta belum diakomodasinya metode pendidikan politik berbasis digital 

yang relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, mekanisme pendanaan 

yang ada masih bersifat imbauan prioritas tanpa pengikatan yang bersifat imperatif 

bagi kepentingan publik, sehingga membuka ruang pengalihan dana untuk 

kepentingan organisasi internal partai politik. Selain itu, mekanisme pengawasan 

terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dinilai belum efektif 

karena masih berorientasi pada aspek administratif formal tanpa menyentuh 

kualitas dan dampak substantif pendidikan politik bagi masyarakat. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab 

partai politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum serta menelaah 

mekanisme pengawasannya agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan peningkatan kualitas demokrasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Pengaturan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik kepada 

masyarakat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

belum dirumuskan secara komprehensif dan belum memenuhi prinsip 
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kepastian hukum, khususnya terkait frasa “diprioritaskan” dalam Pasal 34 

ayat (3a) yang tidak menetapkan batasan alokasi anggaran secara imperatif 

(mandatory spending), sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi 

partai politik untuk mengalihkan dana publik ke kepentingan internal. 

Selain itu, materi pendidikan politik masih memuat konsep “Empat Pilar 

Berbangsa dan Bernegara” yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi serta belum mengakomodasi 

metode pendidikan politik berbasis digital. 

2. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh 

partai politik belum efektif karena masih berorientasi pada audit kepatuhan 

administratif (compliance audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan tanpa 

disertai mekanisme audit kinerja (performance audit) untuk menilai dampak 

substantif pendidikan politik terhadap peningkatan literasi politik 

masyarakat. Lemahnya mekanisme pengawasan tersebut diperparah oleh 

pengaturan sanksi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

yang bersifat lex imperfecta, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi 

partai politik yang melalaikan kewajibannya.  
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ABSTRAK 

Prayoga Abdul Rafi, Desember 2025. TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK 

DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM 

BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI 

POLITIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, 

S.H., M.H. 

 

Pendidikan politik merupakan fungsi fundamental partai politik dalam sistem 

demokrasi untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban 

politiknya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan partai 

politik melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum 

dengan dukungan bantuan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan tanggung jawab partai politik dalam memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat umum serta mekanisme pengawasan 

terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab partai 

politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum belum dirumuskan 

secara komprehensif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. 

Hal ini tercermin dari kekaburan norma dalam pengaturan alokasi bantuan 

keuangan negara, ketiadaan pemisahan yang tegas antara pendidikan politik bagi 

anggota partai dan masyarakat umum, serta masih dimuatnya materi pendidikan 

politik yang tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, 

pengaturan tersebut belum mengakomodasi metode pendidikan politik yang adaptif 

terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat modern. Dari sisi 

pengawasan, mekanisme yang berlaku masih berorientasi pada kepatuhan 

administratif dan pertanggungjawaban keuangan, tanpa penilaian kinerja dan 

dampak substantif terhadap peningkatan literasi politik masyarakat, serta 

diperlemah oleh pengaturan sanksi yang tidak efektif. Kondisi tersebut 

menyebabkan pendidikan politik oleh partai politik belum berjalan optimal dan 

berpotensi memperkuat praktik demokrasi yang berbiaya tinggi tanpa diimbangi 

peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. 

Kata Kunci: Partai Politik; Pendidikan Politik; Tanggung Jawab Hukum; 

Pengawasan 
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